BUPATI PANDELANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan

Gubernur Banten Nomor 978/Kep.145-Huk/2019
tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat
Khusus Kepada Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten
Tahun Anggaran 2019, Keputusan Gubernur Banten
Nomor 421/141-DINDIKBUD/2019 tentang Penetapan
Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan
Menengah Swasta dan Sekolah Khusus Swasta
Seprovinsi Banten Tahun 2019, Pemanfaatan Dana
Bantuan Masyarakat Atas Bencana Tsunami dan Usulan
Pergeseran Anggaran DPA-SKPD TA. 2019, perlu
dilakukan penyesuaian penerimaan dan belanja daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari



w

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 130
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana
dan  Prasarana Kelurahan dan  Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.07 /2018
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.145-
Huk/2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang
Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2019;

Keputusan Gubernur Banten Nomor 421/141-
DINDIKBUD /2019 tentang Penetapan Alokasi Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan
Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah Swasta Dan
Sekolah Khusus Swasta Se-Provinsi Banten
Tahun 2019;

Keputusan Bupati Pandeglang tentang Transisi Darurat
Ke Pemulihan Bencana Tsunami Di Wilayah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 100
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN



ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor 100 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
semula berjumlah Rp2.652.656.812.258,09 bertambah sejumlah
Rp52.857.432.781,00 sehingga menjadi Rp2.705.514.245.039,09 dengan rincian
sebagai berikut:

a. Pendapatan

Jumlah Pengeluaran setelah
perubahan
Jumlah Pembiayaan neto setelah

perubahan

Sisa lebih pembiayaaan anggaran setelah

perubahan

1. Semula Rp 2.563.854.442.241,00
2. Bertambah / (berkurang) Rp51.058.147.781,00 (+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp2.614.912.590.022,00
. Belanja
1. Semula Rp2.652.656.812.258,09
2. Bertambah/(berkurang) Rp52.857.432.781,00 (+)
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp2.705.514.245.039,09 (-)
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp(90.601.655.017,09)
. Pembiayaan
1. Penerimaan
1) Semula Rp91.302.370.017,09
2) Bertambah/(berkurang) Rp1.799.285.000,00 (+)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp93.101.655.017,09
2. Pengeluaran
1) Semula Rp2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00 (+)

Rp2.500.000.000,00

(=)

Rp90.601.655.017,09

Rp0,00



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
sebagai berikut:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besara Hibah;
dan

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan Sosial.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI PANDEGLANG,

TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

TTD

PERY HASANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019 NOMOR 20



